
Pada hari

Ribu Sem

bertanda

t, Dr.

Bc.IP,

PEzuANJIAN KER.IA SAMA

ANTARA

T JENDERAL PEMASYARAI{ATAN

IIUKUM DAN HAK ASASI ilIANUSIA RI

DENGAIT

TINGGI ILMU ADMINISTRASI

ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

PAS-22.HH.O5.O5 TAHUT{ 2019

41lKS. UHKS.O3l2Ol9

?TNTANG

PENDIDII{AIY PROGRAM SAR*TANA TERAPAN,

TERAPAN DAI{ DOKTOR TERAPAT{

Sabtu bulan April, tahun Dua

di Jakarta, kami yang

PUC BUDI UTAMI, : selaku Direktur Jenderal

Pemasyarakatan bertindak untuk

dan atas nama Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia,

berkedudukan di Jalan Veteran

No. 11 Jakarta Pusat 10110,

selanjutnya disebut sebagai PIIIAI(

PERTAMA.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi l,embaga

Administrasi Negara Jakarta Yang

Pulutf T\rjuh,

9) beftempat

tanggal Dua

| 1zz-o+-zot
[wah ini:

ATNO, MA. :



berkedudukan dan berkantor di

Jalan Administrasi II,

Pejompongan, Jakarta Pusat,

dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya untuk dan atas nama

Sekolah Tinggr Ilmu Administrasi

Lembaga Administrasi Negara

Jakarta, yang selanjutnYa dalam

Perjanjian Kerja Sama ini disebut

PIHAK KEDUA.

untuk selaqiutnya disebut sebagai PARA

per peraturan perundang-undangan sebagai

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Nomor 5 Tahun 2CIL4 tentang Aparatur Sipil

Secara be

PIHAK.

Dengan m

berikut :

1. Undan Und

2.U U

Negara.

4.

3.

5.

Peratu

Sipil

Pega Nege

Peratu

A

Keputu

tentang

Negara

Selanjutnya

dalam r
penyele

Terapan

an

Admin N

30/K.1/H

iipil.
rintah Nomor 1[ Tahun 2OL7 tentang Manajemen

egara.

riden Republik Indonesia No. 100 Tahun 1999

tah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Seko Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi

sepakat untuk mengadakan kerja sama

Tri Dharma Perguruan Tinggr berupa

didikan Progpam Sarjana Terapan, Magister

Terapan, sebagai tindak lanjut dari Nota

Kementerian tlukum dan HAM dengan Lembaga

No. M.HH-18.HM.O5.02 tahun 2A16 dan No'

syarat se

.03.1 15 Agustus 20L6, dengan ketentuan dan



1in ngan

Sarj

dise

b. un

secar$. opti

ketentuan

Penyelenggaraan

Terapan dan Do Terapan oleh

PERTAMA sesuai

dan pengajaran berlaku di lin

PESERT

Peserta Didik

PERTAMA un

PASAL 1

MATISUD DAN TUWAN

ian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman ba#

dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana

Terapan dan Doktor Terapan

Kerja Sama ini adalah:

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di

PIIIAII PERTAIIIA melalui Pendidikan Program

, Magister Ter{pan dan Doktor Terapan yang

oleh PIIIAI( KEDUA;

rtkan sumber dhya yang ada pada PARA PII{AK

bagi kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan

turan PerundanS*undangan yang berlaku'

PASAL

RUAT{G

ikan Sarjana Terapan, Magister

KEDUA bagi personel PIIIAI(

t1)

(2t

(1)

(21

Maksud Perj

PARA

Tinggr

Tera

Tujuan

a. untu me

prrnsrp- p penyelenggaraan Pendidikan

PIIIAK KEDUA.

PENDIDII(AN

personel yang ditugaskan oleh PIIIAI(

mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana

Terapan, Magt Terapan dan Doktor Terapan pada Sekolah Tinggt

Lembaga Administrasi Negara Jakarta (STIA LAN

Jakarta).

Pelaksanaan adalah proses penyelenggaraan pendidikan

yang dilaku leh PIIIAI( KTDUA terhadap peserta didik sesuai

dengan prinsip

pendidikan berlaku.

dan pengajaran berdasarkan kurikulum



(3) Tempat penye perkuliahan dilaksanakan di

Sarjana Tera jMagister Terapan dan Doktor Terapan

Program

STIA LAN

si II, Pejompodrgan Jakarta Pusat.

Tri Dharma Perguruan Tinggi,

sebagai tempat pelaksanaan

PAscr 4
PEMBIAYAAII

(4)

Jakarta di Adm

Dalam upaya

PIHAK PERT

laboratorium

(1) PrHAK menanggung seluruh

tugas

Doktor

dan/atau biaya perorangan,Y

ini.

biaya Jasa

belajar Program

Terapan melalui

maslng-maslng

Penyelerfggar Pendidikan mahasiswa

, Magister Terapan danSarjana Tera

program bee

mahasiSwa.

(21 Biaya sebaga

Tahun

(3) Keseluruhan

tugas belajar

Perjanjian

{41 Apabila be

dimaksud

ketentuan

Pemberian biaya J

apabila peserta did

a. telah lulus me

b. mendapat penu

pendidikan;

Pendidikan akan diberhentikan

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap awal

ya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan mahasiswa

dimaksud pada ayat (1) dibaYarkan

kepada KEDUA sesuai dengan rincian biaya terlampir

yang meru satu kesatuan yang tidak teffpisahkan dari

satuan biaya ljasa 
penyelenggarf,an pendidikan

mengalami pe , maka rihcian biaya terlamflir sebagaimana
l

yat (3) secara otomatis akan dise$uaikan dengan

perundang-undangan yang be1laku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Penyelenggar+an

yang tidak memungkinkan untlrk melanjutkan

c. dijatuhi huku disiplin tingkat sedang atau tingkap berat;



d. tidak dapat me

yang telah diteta

e. mengundurkan

antara lain

yang dinyatakan

(u Biaya

pendidikan sesuai denga{r jangka waktu

dan

atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya

sakit yang dideritanya atau mdninggal dunia,

Surat Keterangan dari PIHAI'I PERTAMA.

PASAT 6

MEI{AI{IS ME PEMBAYARAT{

dibayarkan

melalui:

Nama Bank

Hilir
Nomor Reke

Nama Rek

NPWP 7A.425.

akanPIHAK

menerima S Tagihan dari

pembayaran

yang berlaku,

Dalam hal lebihan pem

mengembali kepada

untut
PIHAK

dalam Pasal 4

PIIIAT( KEDUA

Unit Bendungan

sebagaimana dimaksud

eh PIHAK PERTAMA kePada

BRI Cabang Tanah Abang

0969-01 0001-30-9

BPN 019 LAN JAKARTA

(2)

.7.072.OOO

kan pem

KEDUA

Peraturan

, maka

PERTAMA.

setelah

mekanisme

Undangan

KEDUA akan

PERTAMA

biaya jasa

uhi ketentuan

PERTAMA

ditujukart

(3)

(4) Dalam hal didik

dimaksud Pasal 5 h c, d dan e,

an atas pemtidak dapat

pendidikan

(s) Apabila PERTAMA dapat me

(21, makasebagaimana imaksud pada

membuat t Permoho TUnda Bayar

kepada I(TDUA.

tugas belaj sebagaimana

b,

*t{'l



TIAII DAT{ A.IIBAt{

(1) PIHAK KEDU berhak:

a. member kan dan

peraturan

KEDUA;

akademik y

b. menen

erapkan semlfa

berlaku di lin

tuan dan

PIHAI(

si mahasiswa

nilai, kelul , dan prestasi wa sesuai

tentuan nilai kelulusan berlaku di

PIHAK KED

korespondensi dan konsultasi ng dengan

terkait d kewqjiban inistratif dan

pendidi mahasiswa PERTAMA;

pembayaran pendidikan siswa pada

Te Magister Tera dan Doktor

STIA LAN Jakarta, se dimaksud

tepat pada4 ayat (1), i PIHAK PERT

a. melaksanakan pendidika:n

didikan

Akademik

di lingkungan PIIIAK KEDUI;

menyelenggarakan kegiatan akademik dengan

PIHAITkalender akademik yang berlaku di

KEDUA; dan

dengan

lingkun

c.

(2)

PIHAK

penye

dan

d. menerima

Program

Terapan

dalam

waktunya.

d. menyerahkan laporan Relkembangan pres

kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.

PIHAK PERTAMA berhak:

a. menerima materi pendidilran sesuai hak,

tanggung l**uu s.uagai *{rr*ri**u;
b. menerima kurikulum pendfdikan sesuai Stan

lingkungan PIHAK KEDUA;

c.

(3)

tanggung jawab sebagai pe[ryelenggara pe

peraturan perundang-undan$an yang berlaku;

b. menJrusu4 kurikulum peodidikan sesuai Sta

Akademik di



c.

d.

melaksanakan kegiatan akademik sesuai

akademik yang berlaku di lingkungan PIHAI(

menerima laporan perkembangan prestasi

PIHAK KEDUA secara berkala.

(4) PIIIAI( PERTAMA berkewajiban:

a. mentaati semua ketentuan dan peraturan

berlaku di lingkung€rn PIHAI( KEDUA;

b. menerima nilai, kelulusan, dan prestasi

dengan ketentuan nilai dan kelulusan

lingkungan PIIIAK KEDUA;

menjawab dan menerima korespondensi

langsung dengan PIHAK KEDUA terkait

administratif dan penyelenggaraa.n pendidi

PIIIAK PERTAMA; dAN

d. melakukan pembayaran btaYa

dimaksud dalam Pasal 4 kePada

waktunya.

pendidikan

PASAL 8

JAI{GI(A WAKTU PER"'NTJIAT{

c.

PIHAK

kalender

A; dan

dari

emik yang

swa sesual

berlaku di

konsultasi

kewajiban

mahasiswa

sebagaimana

A tepat pada

(1)

(2)

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku

tahun yang dimulai sejak tanggal

Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dapht diperpanjang at

PARA PIHAK dengan ketentuar[ Pihak yang akan

harus menyampaikan secara tdrtulis selambat-lzu

bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Apabila pada saat Perjanjian Kdgja Sarna ini berak

terdapat kewajiban yang b(lum dapat disel

ketentuan-ketentuan dalam $erjanjian Kerja t

berlaku sampai disetesaikannyal kewajiban tersebu

untuk jangka waktu 5 (lima)

ditanda ya Perjanjian

kesepakatan

perpanJang

batnya 3 (tiga)

atau diputus

maka

ini tetap

(3)



t1)

PASAL 9

BERAKHIRNYA PER.'ANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); atau

a sebagaimana

b. salah satu Pihak tidak memenuhi kewa danf atau

melanggar ketentuan*ketentuan yang telah di dalam

Perjanjian Kerja Sama ini, dan telah men tkan teguran

{21

secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-tt

haknya tidak dipenuhi, denSfln tenggang waktu

1O (sepuluh) hari kalender, dart tetap tidak m

teguran tersebut, maka 
fnat 

yang hak-l

dipenuhi, berhak membat{kan Perjanjian f
secara sepihak.

Pengakhiran Perjanjian Kerja *F*" ini tidak men

dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh

berdasarkan Perjanjian Kerja S4ma ini.

politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat

biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai

rut Pihak yang

masing-masing

laksanakan isi

tidak

a Sama ini

puskan hak

PARA PIHAK

ional dan luar

maJeure yang

Pasal 1244 darr

(1) Force majeure adalah setiap perlstiwa atau yang terjadi di

luar kuasa/kemampuan manusia atau PARA

tertentu, tetapi tidak terbatas pada hur'u hara,

pada saat

atau terjadi

gejala-gejala alam seperti: gempa bumi, ben alam lainnya,

isi dan situasijuga perubahan kondisi termasuk perubahan ko

mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat mem uhi kewajiban

yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

t2l Apabila terjadi keadaan force majeure se dimaksud

pada ayat (1), sehingga salah satu pihak sarna se tidak dapat

mengalamimelaksanakan kewajibannya, maka pihak y

PASAL 10

KEADAAN IIfiEMAKSA (r1ORCE MAJE

keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada



pihak yang lain dalam tenggang walrtu maksimal (empat belas)

hari kalender sejak terjadinya keadaan force

Dengan keadaan tersebut, PARA PIHAI(

mengakhiri Perjanjian Keda Sama ini dan ti akan saling

menuntut dan/atau apabila keadaan mem kan akan

Evaluasi terhadap program

secara periodik dalam waktu

Hasil evaluasi dipergunakan

sarna pada tahun berikutnYa.

minimal 1 {satu} tahu

re tersebut.

t untuk

i keadaan

tan dalam

dimaksud

t untuk
sumber daya

t sepenuhnya

PARA PIHAI(

dilaksanakan

sekali.

prograrn kerja

memberikan kesempatan kepada Pihak yang

force majeure untuk melanjutkan pelaksanaall

Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan force mqjeure se

pada ayat (1) yang mengakibatkan salah satu tidak dapat

melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuar pasal 7

dalam perjanjian ini, maka salah satu pihak y tidak dapat

beritahukanmelaksanakan kewajibannya secara penuh wajib

secara tertulis kepada pihak lain dalam masa nggang waktu

maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak terj inya keadaan

force majeure tersebut. PARA PIIIAI( dapat be

mengadakan perubahan tempat, waktu, dertlata

untuk memenuhi kewajiban yang tidak da

dilaksa:rakan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan

sehubungan dengan

diselesaikan melalui

PIHAK.

ini, akan

musyawarah untuk mencaPai m t oleh PARA

PASAL 12

EVALUASI DAT{ PENGEMBANGAIT

yang mungkin timbul antara

pelaksanaan Perjanjian Kerja

kerja sarna ini(1)

(2t untuk pengem



PASAL 13

PEMBERITAHUAIT

(u Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA

PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanj Kerja Sama

disampaikanini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap

(2t

kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan

Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat

pada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jalan Veteran No.11, Jakarta Pusat

(021) 3857611 ext. 301

(021) 38s761s

kerj asama-pa@yaho o. co. id

PIHAK KEDUA :

Sekslah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta

Lembaga Administrasi Negara.

terima.

ditujukan

akarta Pusat

5326396

satu Pihak

bat 14 (empat

Kerja Sama ini
lis dari PARA

Alamat

Telepon

Faximili

Email

Alamat

Telepon

Fa>rimili

Email

Up.

(1) Setiap

hanya

PIHAK.

(3) PARA PIIIAIT sepakat bahwa perubahan alamat

wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya paling

belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut d

PASAL 14

KETENTUAT{ LAIN.LIUIT

tambahan/ perubahan terhadap Perjanjian

Jalan Administrasi II, Pejompongan,

(o21) 5347085 , pzl',t 5328496, (021)

(021) s329996, (OzLl s36s1793

stialanjal@gmail.com

Kepala Bagian Administrasi Umum

dapat dilakukan atas persetujuan tert



t2l Apabila salah satu Pihak menghe adanya

ini, makatambahan/perubahan datam Perjanjian Kerja

Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan

terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

(3) Setelah tambahan/perubahan sebagaimana di pada ayat

{1) disepakati, maka selanjutnya akan dibuat dalam risalah

kesepakatan yang akan dituangkan dalam ama addendum

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang ti terpisahkan

dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan atangani oleh

PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa

Pihak manapun. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat

(dua) bermaterai cukup dan masing-masing mem

hukum yang sarna setelah ditandatangani oleh PARA

paksaan dari

am rangkap 2

BUDI UTAMI' Bc. IP, M.Si

secara tertulis

ai kekuatan

PRTYATNO, MA.

Nwenq If K


